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BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti dalam penelitian ini antara

Pelaksanaan pemanfaatan aset fasilitas pelabuhan saat ini sudah terdapat 7
(tujuh) lokasi pelabuhan antara lain Pelabuhan Probolinggo, Pelabuhan Sintete,
Pelabuhan Labuan Bajo, Pelabuhan Waingapu, Pelabuhan Badas, Pelabuhan
Garongkong dan Pelabuhan Bima. Pemanfaatan aset terhadap pelabuhan
tersebut meningkatkan PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan
mengurangi beban pemeliharaan dari APBN yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut. Hal tersebut telah sesuai dengan tujuan Kerja
Sama Pemanfaatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Selain Kerja Sama Pemanfaatan, terdapat kerja sama pengoperasian dan
pengembangan pelabuhan melalui skema Konsesi. Skema Konsesi tidak
termasuk dalam Pemanfaatan Aset atau Barang Milik Negara sesuai Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang
Milik Negara. Konsesi diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 48
Tahun 2021 tentang Konsesi dan Kerja Sama Bentuk Lainnya antara
Penyelenggara Pelabuhan dengan Badan Usaha Pelabuhan di Bidang
Kepelabuhanan dimana setelah masa konsesi berakhir seluruh aset investasi
dari Badan Usaha Pelabuhan diserahkan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan
menjadi Barang Milik Negara. Selain itu, konsesi memberikan kontribusi

PNBP yang cukup signifikan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Dalam rangka pengembangan pelabuhan maupun pemanfaatan aset di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, terdapat beberapa kendala

yang dialami diantaranya adalah Kuasa Pengguna Barang (KPB) belum
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memiliki kesadaran terhadap aset yang dimiliki, sehingga pemanfaatan BMN
hanya sebatas menunggu peminat yang datang, kemudian kendala pada proses
KSP yang dimulai dari pengusulan kerja sama pemanfaatan oleh KPB sampai
ditandatanganinya Perjanjian KSP BMN memakan waktu cukup lama, yakni
300 hari. Selain itu, masih banyak pelabuhan eksisting (yang sudah terbangun)
belum memiliki Rencana Induk Pelabuhan yang menyebabkan pengembangan
pelabuhan menjadi terhambat karena acuan pengembangan pelabuhan

menggunakan Rencana Induk Pelabuhan.

Berdasarkan hasil analisis SWOT dan penggambaran kuadran perbandingan
IFAS dan EFAS, pelaksanaan pengembangan pelabuhan melalui skema
pemanfaatan aset fasilitas pelabuhan di Lingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut berada di kuadran antara Kekuatan dan Ancaman (Kuadran
ST). Kuadran tersebut dapat diartikan pelaksanaan pendanaan pengembangan
pelabuhan melalui skema pemanfaatan aset fasilitas pelabuhan di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menunjukkan bahwa meskipun terdapat
ancaman, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut masih memiliki kekuatan

internal untuk menghadapi ancaman tersebut.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa

strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

berdasarkan Hasil Analisis SWOT, antara lain:

1.

Memonitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan KSP untuk mengurangi
risiko ketidakpatuhan terhadap perjanjian KSP dan standar kinerja untuk

meningkatkan daya saing Pelabuhan;

Melakukan manajemen risiko terhadap risiko bencana alam yang mungkin

terjadi;

Pendekatan persuasif kepada Masyarakat di sekitar Pelabuhan;
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4.

Membuat inovasi skema kerja sama untuk peningkatan/pengembangan
peralatan bongkar muat agar ketergantungan terhadap APBN berkurang dan

daya saing pelabuhan tetap kompetitif;

Memberikan kebijakan insentif dan dispensasi maupun penjaminan kargo

untuk menghindari risiko ketidakstabilan ekonomi yang mungkin terjadi; dan

Lebih hati-hati dalam menyusun RIP untuk mengakomodir dampak sosial dan

lingkungan serta memitigasi risiko bencana alam.
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